
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  7  TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melindungi penyandang cacat, telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Penyandang Cacat;  

b. bahwa terdapat perubahan regulasi di bidang perlindungan 
penyandang disabilitas yaitu dengan telah ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 
Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), maka perlu upaya 

untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan 
kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, melalui 

pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; 

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan 

huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006, 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 

Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

 



2 
 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3702);       

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247);   

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);   

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Urusan  Pemerintahan  Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.  



4 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi 

Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.  

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.  

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.  

6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki 
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 
hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif, berdasarkan kesamaan hak.  

7. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pencegahan dan 
penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang 

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, 
eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang 

disabilitas.  

8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap upaya 
yang dilakukan untuk menjamin hak-hak penyandang 

disabilitas. 

9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan 
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.  

10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan 

peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan.  

11. Habilitasi adalah bagian dari kemampuan pada pencapaian 
kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang 

yang sejak lahir mengalami disabilitas. 

12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan 
pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas 

mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara 
wajar dalam kehidupan bermasyarakat.  

13. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan 

secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar 
penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan 

fungsionalnya seoptimal  mungkin.  

14. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan 
secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar 

penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara 
optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.  

15. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan 
secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat 
memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya.  

16. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara 
utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial 

agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.  
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17. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya 
perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar 

penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang 
wajar.  

18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan 
kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos 

kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan 
persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih 
mengutamakan praktik daripada teori.  

19. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu 

melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai 
bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat.  

Bagian Kedua 

Asas 

Pasal 2 

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, 
dilaksanakan dengan berasaskan:  

a. penghormatan atas martabat manusia; 

b. kebebasan menentukan pilihan; 

c. kemandirian; 

d. non diskriminasi; 

e. partisipatif; 

f. kesamaan kesempatan; 

g. kesetaraan perlakuan; 

h. aksesibilitas; dan 

i. kesetaraan gender.  

Bagian Ketiga 

Maksud dan Tujuan 

Paragraf 1 

Maksud 

Pasal 3 

Maksud penyelenggaraan perlindungan hak penyandang 
disabilitas adalah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak 

penyandang disabilitas.  

Paragraf 2 

Tujuan 

Pasal 4 

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bertujuan 
untuk: 

a. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas; 


